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Abstrak 

Pemerintah memberikan bantuan berupa kartu perguruan tinggi pintar di Indonesia kepada 

mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi dengan tujuan tertentu, termasuk penyandang 

disabilitas. Perkembangan pendidikan sangat penting karena memegang peranan penting dalam 

berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya. Hal ini berkaitan dengan 

kebutuhan pokok Maqasid Syari'ah yaitu harta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memahami kebijakan kartu kuliah pintar di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 dan implementasi konsep Maqassid Syariah 

untuk memahami kebijakan kartu kuliah pintar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum 

kepustakaan dan penelitian kepustakaan. Kegiatan perpustakaan tidak memerlukan kerja 

lapangan, hanya berhubungan dengan koleksi perpustakaan, dan banyak kegiatan perpustakaan 

berhubungan dengan cara data perpustakaan dikumpulkan, dibaca dan dicatat, serta bahan 

penelitian diproses. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Berdasarkan 

analisis data yang dilakukan, disimpulkan bahwa kartu kuliah pintar bahasa Indonesia terkait 

dengan Maqassid Syariah mengandung kebutuhan untuk menjaga kewarasan dan kekayaan. 

Tujuan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi tidak sejalan dengan konsep 

Maqashid Syari'ah. Tim Departemen Pendidikan memprioritaskan siswa dari keluarga dengan 

kartu keluarga kaya, tetapi tidak semua individu berpenghasilan rendah memiliki kartu. 

Kata Kunci:  Maqashid Syari’ah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia telah 
melakukan apa yang diatur undang-
undang dengan mengeluarkan Program 
Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia 
Pintar di era Presiden Joko Widodo. 

Program Indonesia Pintar (PIP) 
sendiri didasarkan pada Keputusan 
Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Tabungan Untuk Keluarga 
Sejahtera, Program Indonesia Pintar, 
Program Indonesia Sehat untuk 
Membangun Perumahan Produktif. 
Selanjutnya akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Program Indonesia Pintar. 

Sistem pendidikan suatu bangsa 
memiliki peran strategis dalam 
membentuk kehidupan masyarakat serta 
memajukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Upaya pembangunan sumber 
daya manusia Indonesia harus adil, 
berkualitas, inklusif dan merata, karena 
semua anak harus memiliki hak dan 
kesempatan pendidikan yang sama 
terlepas dari latar belakang ekonomi 
mereka. KIP adalah hibah pemerintah 
yang memberikan uang tunai, akses dan 
kesempatan belajar bagi siswa dari 
keluarga miskin dan rentan. Hal ini 
mendasari komitmen pemerintah untuk 
menjadikan akses pendidikan tinggi 
sebagai prioritas bagi pembangunan 
masyarakat luas. 

Kebijakan pendidikan di negara 
ini diatur oleh peraturan perundang-
undangan berupa anggaran dasar, 
peraturan pemerintah, keputusan 
presiden, keputusan presiden, 
permendikbud dan permendikbud. 
Undang-undang tersebut antara lain UU 
Sisdiknas, UUGD, PP tentang SNP, dan 
lain-lain. Ada juga beberapa bidang 
kebijakan yang terkait langsung dengan 
kebijakan pendidikan. RAPBN). 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). 

Program Indonesia Pintar 
merupakan salah satu program nasional 

(tercantum dalam RPJMN 2015-2019) 
dengan tujuan sebagai berikut: 

1) Meningkatkan angka 
partisipasi di sekolah dasar dan 
menengah. 2) peningkatan volume 
pelatihan yang ditunjukkan dengan 
angka putus sekolah dan penurunan 
pelatihan; 3) Mengurangi disparitas 
partisipasi pendidikan antar kelompok 
masyarakat, terutama antar penduduk 
perempuan, antara perkotaan dan 
perdesaan, dan antar wilayah. 4) 
Memotivasi siswa sekolah menengah 
untuk memasuki pasar tenaga kerja atau 
melanjutkan pendidikan tinggi. 

Perkuliahan KIP harus tersedia 
bagi lulusan perguruan tinggi, perguruan 
tinggi atau lembaga yang sederajat di 
seluruh Indonesia untuk melanjutkan ke 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan 
harus dapat memberikan kontribusi bagi 
pembangunan bangsa sekaligus 
meningkatkan taraf ekonomi keluarga. 
Pemerintah akan terus memastikan 
pemerataan akses ke pendidikan tinggi 
melalui kursus KIP sambil mendukung 
Skema Pembelajaran Merdeka yang 
dipimpin pemerintah. Penerima KIP 
dapat mendaftar tidak hanya di 
perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi 
juga di perguruan tinggi swasta (PTS). 
Kuliah KIP memberikan akses bagi 
seluruh mahasiswa Indonesia untuk 
meraih cita-citanya melalui pendidikan 
tinggi dan mendaftar di jalur SNMPTN, 
SBMPTN, SNMPN, UMPN, PTN Seleksi 
Mandiri dan PTS Seleksi Mandiri. 

Melalui Program Indonesia 
Pintar (KIP) 2020, pemerintah akan 
memberikan bantuan pendidikan berupa 
Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau 
kuliah KIP-nya kepada 818.000 calon 
mahasiswanya yang ingin mendaftar ke 
perguruan tinggi, termasuk yang 
melakukan difabel. KIP Lectures 
memastikan pembelajaran 
berkelanjutan dengan menawarkan 
keringanan biaya kuliah dan bantuan 
biaya hidup bulanan kepada mahasiswa 
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yang memenuhi persyaratan keuangan 
dan akademik. 

Maqashid syariah dalam 
pengertian umum adalah tujuan syariah. 
Tujuan syariah adalah terwujudnya 
kesejahteraan manusia di dunia dan 
akhirat. Kesejahteraan manusia dicapai 
dengan memelihara kelima kebutuhan 
dasarnya berikut ini, Agama, jiwa, akal, 
garis keturunan, kekayaan. 

Berkaitan dengan kekayaan, 
salah satu kebutuhan utama Maqashid 
syariah, kuliah KIP membahas tugas dan 
tanggung jawab negara dalam 
pembiayaan pendidikan dan membantu 
warga negara dalam memperoleh hak 
untuk pendidikan yang lebih tinggi. Ini 
adalah bentuk kewajiban negara. 
Terbukti adanya berbagai bidang 
kebijakan yang terkait langsung dengan 
kebijakan pendidikan, seperti Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah dan 
Panjang (RPJMN), Rencana Strategis 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Rentra Kemendikbud) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Rencana. (RAPBN). ) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Aset tersebut diberikan 
langsung kepada mahasiswa yang 
memenuhi kriteria yang ditentukan. 

KIP-nya Peserta kuliahnya 
adalah anak-anak dari keluarga kurang 
mampu, termasuk penyandang 
disabilitas. 

Melalui KIP-nya pada tahun 
2022, pemerintah akan memberikan 
bantuan pendidikan berupa Kartu Pintar 
Indonesia atau KIP-nya kepada 
mahasiswa yang masuk perguruan tinggi, 
termasuk penyandang disabilitas. 
pendidikan yang lebih tinggi. KIP Kuliah 
menjamin kelanjutan studi bagi 
mahasiswa yang memenuhi persyaratan 
finansial dan akademik melalui 
keringanan biaya kuliah dan biaya hidup 
bulanan. Mata kuliah KIP untuk 
mahasiswa afirmasi diatur oleh 
kebijakan dan peraturan masing-masing. 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini Library Research 

menggunakan sumber pustaka untuk 
mengambil data penelitian. Tegasnya, 
penelitian kepustakaan terbatas pada 
bahan pustaka yang sudah ada yang tidak 
memerlukan penelitian lapangan. 
Seperti yang selalu dipahami banyak 
orang, penelitian perpustakaan lebih 
dari sekadar membaca dan menyusun 
literatur dan buku. Riset kepustakaan, 
atau yang sering disebut riset 
kepustakaan, merupakan rangkaian 
kegiatan yang berkaitan dengan 
bagaimana data pustaka dikumpulkan, 
bahan riset dibaca dan diedit, serta 
diolah. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berbicara tentang permasalahan 
Kartu Indonesia Pintar untuk Perguruan 
Tinggi, seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, Kartu Indonesia Pintar 
merupakan perangkat lunak penting 
yang dikeluarkan pemerintah untuk 
mengatasi permasalahan yang muncul 
karena masih banyak kasus mahasiswa 
yang kalah. fakultas karena masalah 
ekonomi yang sulit. Sebelumnya, 
Sekretaris Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah 
Tuwo mengatakan berbagai paket 
asuransi dapat diterbitkan untuk 
mengurangi ketimpangan sosial di 
tengah upaya mencapai pertumbuhan 
ekonomi. Paket kebijakan yang akan 
segera dikeluarkan meliputi reforma 
agraria, sekolah kejuruan, peningkatan 
peringkat kredit dan berbagai kartu 
bantuan sosial yang saat ini disalurkan 
melalui pendidikan dan kesehatan 
melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu 
Indonesia Pintar, dan bantuan sosial 
lainnya yang dapat diberikan. dilengkapi 
dalam satu kartu. 

Memberikan bantuan melalui 
KIP dan berbagai bantuan pendidikan 
untuk membantu tujuan program 
perangkat lunak pelatihan wajib untuk 
mengurangi beban pengeluaran yang 
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mungkin sangat memberatkan keluarga 
akibat penurunan status ekonomi. 
Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 
Tahun 2020 tentang Program Indonesia 
Pintar pasal lima diketahui bahwa PIP 
yang diperuntukkan bagi mahasiswa 
perguruan tinggi pilihan pada perguruan 
tinggi meliputi penyandang disabilitas 
laki-laki dan perempuan dengan tujuan 
terlebih dahulu: 

1. Siswa KIP adalah siswa yang 
telah tamat SMA, Teknik, atau 
format lain yang sederajat 
dan telah memiliki KIP. 

2. Siswa dari keluarga 
miskin/rentan dan/atau 
siswa berkebutuhan khusus 
seperti: 
a.  Siswa dari keluarga 

peserta Program Keluarga 
Harapan.  

b. Siswa bekerja dari rumah 
dengan kartu 
kesejahteraan keluarga. 
Juga 

c.  Santri di panti sosial/panti 
asuhan. 

3.  Siswa yang: 
a. Mereka berasal dari daerah 

perbatasan terluar yang 
belum berkembang. 

b. Orang Asli Papua 
berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang 
Pemerintahan Sendiri 
Khusus Papua. 

c. Anak-anak tenaga kerja 
Indonesia yang tinggal di 
wilayah perbatasan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 4. Mahasiswa 
berkewarganegaraan 
Indonesia yang sedang 
menempuh pendidikan 
tinggi di Indonesia 
maupun di luar negeri dan 
memiliki pengalaman 
sebagai berikut: 
a.Bencana alam 

b. Konflik sosial 
c. Persyaratan lain yang 

menjadi pertimbangan 
Menteri. Mendiknas 
Nomor 10 Tahun 2020 
mengatur tentang 
kelayakan penerima KIP 
dan juga mengatur 
tentang penghapusan 
penerima KIP. Penerima 
PIP Perguruan Tinggi 
dapat dibatalkan 
berdasarkan keputusan 
Puslapdiknya untuk 
membatalkan Penerima 
PIP Perguruan Tinggi. 
Penerima kursus KIP-
nya yang dapat 
dibatalkan seperti di 
atas: 
a.  kematian 
b. Putus sekolah/tidak 

melanjutkan 
pendidikan 

c. keberadaannya tidak 
diketahui 

d. Menolak menerima 
KIP-nya di perguruan 
tinggi 

e. Dihukum penjara 
berdasarkan 
keputusan akhir 
pengadilan 

f. Kegiatan 
bertentangan dengan 
Undang-Undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 

G. Tidak memenuhi 
target prioritas 
persyaratan 
(finansial atau 
akademik) sebagai 
penerima Program 
Indonesia Pintar (PIP) 
Isi dan durasi KIP 
Kuliah. 
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Subsidi biaya kuliah adalah biaya 
pendidikan perusahaan yang berkaitan 
langsung dengan proses belajar 
mahasiswa pada program pendidikan 
tinggi semester demi semester yang 
besarannya diatur dengan Peraturan 
Puslapdik Kemendikbud. Bantuan 
belajar Program KIP Kuliah diberikan 
kepada mahasiswa dalam program 
tersebut. 

sebuah. Masa studi maksimal 
dua semester. 

b. Diploma 2 sampai dengan 4 
semester 

c.  Diploma 3-6 semester 
yaitu S1/Diploma 4 durasi 
sampai dengan 8 semester 

e. Kursus non-profesional 
khusus hingga 4 semester 

 
Biaya kuliah yang diperoleh 

pada tahun 2020 adalah Rp 2.400.000,00 
(Rp 2.000.400) per mahasiswa per 
semester dan akan dibayarkan langsung 
ke rekening universitas selama 
perkuliahan sesuai peraturan. Apabila 
penerima Kartu Pintar Indonesia 
Perguruan Tinggi tidak lulus dalam 
jangka waktu tertentu, besaran biaya 
kuliah semester berikutnya akan 
ditentukan oleh kebijakan masing-
masing universitas atas perintah 
Panitera Universitas. Jika seorang dosen 
KIP lulus sebelum masa beasiswa, biaya 
kuliah semester berikutnya akan 
dibebaskan. Selain mensubsidi 
pendidikan, negara juga mendukung 
biaya hidup. Hibah mahasiswa adalah 
biaya untuk mendukung kelancaran 
pendidikan universitas, dan dibayarkan 
setiap semester. Biaya hidup sendiri Rp. 
4.200.000,00 (4,2 juta). Apabila sarjana 
KIP lulus jauh sebelum masa beasiswa, 
maka akan diberikan biaya hidup sampai 
akhir masa beasiswa semester terakhir 
kelulusan. 

 
Distribusi 
1. Peserta KIP Perguruan Tinggi 

akan mendapatkan Kartu Indonesia 

Pintar Perguruan Tinggi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

 
a. Puslapdik menyampaikan 

kepada Bank Penyalur 
keputusan penunjukan 
Penerima KIP Kuliah dan 
membuatkan nomor rekening 
Penerima KIP Kuliah baru 
untuknya. 

b. Jika Anda adalah penerima 
KIP Kuliah Lanjutan, harap 
tetap menggunakan nomor 
rekening terverifikasi 
penerima KIP sebelumnya. c. 
Kartu pintar Indonesia Dikti 
akan diterbitkan berdasarkan 
rekening KIP universitas 
penerima sesuai poin a dan b. 

c. Penerima KIP Kuliah 
menerima Kartu Indonesia 
Pintar Kuliah melalui bank 
penyalur. 

 
Perjanjian Kerjasama 

Penyaluran 
1. Puslapdik Kemendikbud 

menyelesaikan kerjasama 
pengiriman kuliah KIP 
dengan PTN untuk 
menggunakan dukungan 
pelatihan kuliah KIP yang 
didiagnosa dengan 
pendapatan Universitas 
(PTNBH/BLU/Satker). 
a.  Kerja sama penjualan 

harus diselesaikan sesuai 
dengan tata letak yang 
disediakan untuk 
memproses kerja sama. 

b. Penandatanganan 
kerjasama penjualan 
ditandatangani oleh Dirjen 
Kemdikbud, Bapak 
Pslapdik, dan Wakil Rektor 
Bidang Keuangan atau 
Direktur 
Politeknik/Kepala SMA 
PTN. 
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2. Puslapdik Kemdikbud 
menandatangani perjanjian 
kerjasama dengan LLDIKTI 
tentang penyaluran KIP 
perkuliahan untuk 
mendukung pelatihan 
perkuliahan. 
a.  Kerja sama penjualan 

harus diselesaikan sesuai 
dengan tata letak yang 
disediakan untuk 
memproses kerja sama. 

b. Kesepakatan kerjasama 
penjualan ditandatangani 
oleh Kepala Puslapdik 
Kemendikbud dan Kepala 
LLDIKTI. 

 
3. LLDIKTI segera 

menyelesaikan penyampaian 
kuliah KIP nya. 
a.  Kerja sama penjualan 

harus diselesaikan sesuai 
dengan tata letak yang 
disediakan untuk 
memproses kerja sama. 

b. Penutupan kerjasama 
penjualan ditandatangani 
oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen LLDIKTI dan 
Wakil Rektor Bidang 
Keuangan atau Direktur 
Universitas Ilmu 
Terapan/Kepala SMA PTS-
nya. 

 
4. Mahasiswa menyerahkan 

laporan komprehensif kinerja 
akademik ke universitas. 
a. Produk jadi harus sesuai 

dengan tata letak Deklarasi 
Kinerja yang diserahkan. 

b. Perguruan tinggi dapat 
mengunggah konten 
deklarasi kinerja secara 
keseluruhan dengan 
mahasiswa yang dapat 
disesuaikan dengan 
peraturan Dikti saat 

melaksanakan perkuliahan 
KIP. 

c. Pembayaran 
ditandatangani dalam 
Surat KIP bagi Pengelola 
Dosen Perguruan Tinggi 
dan S1 Penerima Bantuan 
Biaya Pendidikan KIP. 

 
5. Tata letak seluruh perjanjian 

kerjasama didasarkan pada 
pelaksanaan Program 
Indonesia Pintar 
sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Sekretaris Jenderal 
Nomor 8 Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pelaksanaan 
Program Indonesia Pintar.; 

6.  Universitas dan LLDIKTI 
dapat mengunduh tata letak 
penyelesaian kerjasama 
dalam SIM KIP Kuliah. 

 
Implementasi Konsep 

Maqashid Syari'ah Terhadap 
Kebijakan KIP Kuliah  

Islam mendukung kesejahteraan 
umat manusia dan ini sangat relevan dan 
saling melengkapi. Merujuk pada kajian 
teori Maqasid Syariah merupakan salah 
satu konsep kunci dalam ekonomi Islam. 
Hakikat maqāshid syari'ah adalah 
mashlahat. Karena nilai-nilai syariah 
dalam ekonomi Islam harus mengikuti 
mashlahat. Maslahat mutlak terwujud 
karena tanpanya keamanan dan 
kesejahteraan di akhirat dan di dunia 
tidak akan tercapai melindungi agama, 
nyawa, jiwa, keturunan dan harta benda.  

Maslahah yang diwujudkan oleh 
manusia adalah untuk kepentingan 
manusia sendiri, tetapi manusia harus 
berpijak pada syariah Allah bukan 
mengikuti hawa nafsunya sendiri. Teori 
Maslahah dimaksudkan untuk 
memberikan manfaat, sehingga persepsi 
ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 
Konsep mashlahah tidak konsisten 
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dengan mudharat. Dengan demikian, 
mashlahah memberikan kesan menolak 
mudharat seperti barang-barang yang 
diharamkan, termasuk syubhat. 

Jika kita menyatakan bahwa 
Kartu Perguruan Tinggi Indonesia 
termasuk dalam Maqashid Syari'ah 
tingkat Hajiyyat, maka Hajiyyat itu 
sendiri berarti kebutuhan sekunder, dan 
jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi 
tidak menimbulkan ancaman keamanan, 
tetapi dapat terjadi masalah. Maqasid 
Hajiyyat bertujuan untuk menghilangkan 
kesulitan dan mempertahankan lima 
elemen dasar dengan lebih baik. 

Penerapan konsep maqāshid 
syarī'ah pada kebijakan kartu perguruan 
tinggi Indonesia dapat dilihat dari nilai 
inti maqāshid syarī'ah, yaitu maslahah. 
Dengan menerapkan konsep ini pada 
kartu kuliah pintar di Indonesia, 
pemerintah menargetkan 818.000 
mahasiswa mengikuti mata kuliah KIP 
pada tahun 2020 dan menjadi penerima 
pertama kartu kuliah pintar di Indonesia. 
KIP Perguruan Tinggi dibagi menjadi KIP 
Kuliah dan KIP Afirmasi. Kuliah KIP 
meliputi pelatihan bagi penyandang 
disabilitas, wilayah Papua dan Papua 
Barat, wilayah 3T (daerah perbatasan, 
ekstrim atau tertinggal), dan peserta 
Program Akreditasi Perguruan Tinggi 
(ADik) Masyarakat Adat Papua. 
Termasuk dukungan. termasuk. Ini 
termasuk daerah yang terkena dampak 
bencana alam dan konflik sosial. 
Menurut Eni Rohaeni dan Oyon Suryono, 
setelah mencari dan meneliti berbagai 
dokumen (jurnal, berita, website, dll), 
terdapat masalah pemenuhan syarat 
penerima IC card perguruan tinggi di 
Indonesia. Melalui Kartu Indonesia 
Pintar. (KIP) berupaya mewujudkan 
pemerataan pendidikan dengan 
menyasar pemerataan pendidikan. 
Tujuan kebijakan Program Indonesia 
Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia 
Pintar (KIP) belum sepenuhnya tercapai. 
Artinya, masih ada siswa dari keluarga 
kaya yang terdaftar sebagai penerima 

dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan 
ada siswa yang tergolong miskin yang 
bukan penerima Kartu Indonesia Pintar 
(KIP). Artinya mereka masih ada. 
Terbukti dengan fakta. Selain itu, 
menurut Dita Novita Sari, penerima KIP 
adalah anggota keluarga kurang mampu 
yang terdaftar sebagai penerima Kartu 
Keluarga (KKS) sejahtera atau terdaftar 
sebagai peserta Program Keluarga 
Harapan (PKH). adalah penduduk asli 
Penyaluran KIP seringkali tidak tercapai. 
Petugas pendataan siswa menilai 
perhitungan penerima KIP-nya yang 
masih menggunakan sistem manual 
semakin tidak efektif. Dalam kajian Bella 
Ghia Dimmera dan Pebria Dheni 
Purnasari, “Masalah dan Solusi Program 
Indonesia Cerdas Dalam Mewujudkan 
Pemerataan Pendidikan di Negara 
Bagian Benkayan”, masalah KIP di 
Negara Bagian Benkayan adalah 
maldistribusi KIP-nya dan calon Siswa 
penerima KIP tidak memenuhi syarat. 

Kedua, penerapan konsep 
maqashid syari'ah terhadap bantuan 
biaya pendidikan, batuan biaya 
pendidikan yang diberikan kepada 
sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar 
Kuliah ini telah sesuai dengan konsep 
maqashid syari'ah, pasalnya bantuan 
biaya pendidikan diberikan sesuai 
dengan jangka waktu pendidikan 
masing-masing, seperti: 

a. Diploma satu dengan jangka 
waktu paling lama 2 semester 

b. Diploma dua dengan jangka 
waktu paling lama 4 semester 

c. Diploma tiga dengan jangka 
waktu paling lama 6 semester 

d. Sarjana/diploma empat 
dengan jangka waktu paling 
lama 8 semester dan 

e. Program profesi tertentu 
denga jangka waktu paling 
lama 4 semester 
 

Dari sudut pandang Islam, 
kebutuhan ditentukan oleh Maslahah. 
Pembahasan konsep kebutuhan dalam 
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Islam tidak terlepas dari kerangka 
Maqashid al-syariahnya. Tujuan syariah, 
di sisi lain, harus dapat menentukan 
tujuan perilaku konsumen dalam Islam. 
Imam Ghazali membedakan antara 
keinginan (raghbah dan keinginan) dan 
kebutuhan (hajjah). Kebutuhan menurut 
al-Ghazali adalah keinginan manusia 
untuk memperoleh apa yang diperlukan 
untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya dan menjalankan fungsinya. 
Dalam hal ini, bantuan studi dan 
tunjangan hidup dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan bagi 
penerima kartu perguruan tinggi pintar 
di Indonesia menjadi syarat yang harus 
dipenuhi agar biaya pendidikan dan 
biaya hidup tidak lagi bermasalah. 
Mengenai hak orang miskin ini 
dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 8 

"Dan apabila sewaktu pembagian 
itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 
miskin, maka berilah mereka harta itu 
(sekedarnya) dan ucapkanlah mereka 
perkataan yang baik." 

  
Ketiga. Penerapan konsep 

maqashid syari'ah terhadap penyaluran, 
penyaluran dana KIP ke penerima 
melalui beberapa prosedur dengan 
demikian tidak menimbulkan 
kemudhoratan. Mashrahat dapat dicapai 
dengan menghindari atau mencegah 
keburukan atau keburukan yang sering 
disebut dar’ al-mafasid. 

Keempat, penerapan konsep 
maqashid syari'ah terhadap perjanjian 
kerja sama haruslah memenuhi unsur 
perjanjian yang sesuai dengan syariat 
Islam Q.S Al-Maidah (5)  
“Hai orang-orang yang beriman, 
penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang 
akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) yang tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya allah 
menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya” 

Jika dikaitkan dengan Kartu 
Indonesia Pintar Kuliah dari kelima 
kebutuhan tersebut maka yang paling 
dominan adalah dengan menjaga akal 
dan harta. Karena di era yang modern ini 
masih banyak siswa lulusan SMA 
maupun SMK yang tidak melanjutkan ke 
pendidikan tinggi karena masalah latar 
belakang ekonomi yang kurang 
mendukung. Oleh karena itu Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar 
Kuliah, dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No 10 
Tahun 2020 Tentang Program Indonesia 
Pintar yang mana sumber dana bantuan 
ini adalah dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). 
Jadi, secara singkatnya Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
memfasilitasi bagi siswa lulusan SMA 
maupun SMK yang telah memenuhi 
kriteria sebagai penerima Kartu 
Indonesia Pintar Kuliah agar bisa 
digunakan untuk kepentingan akademik, 
kebutuhan tersebut termasuk ke dalam 
menjaga akal dan menjaga harta. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian diatas 
dapat diambil kesimpulan bahwa; 

1. Kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Menteri 
Pendidika dan Kebudayaan 
berupa 1) sasaran penerima, 
2) pembatalan penerima, 3) 
penyaluran dan pengelolaan, 
4) bantuan biaya, 5) 
perjanjian kerja sama. 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik 
Indonesia mengeluarkan 
Kartu Indonesia Pintar Kuliah 
untuk menekan kesenjangan 
sosial ditengah target 
pencapaian pertumbuhan 
ekonomi.  

2. Ditinjau dari segi maqhasid 
syariah, Kartu Indonesia 
Pintar Kuliah ini masuk ke 
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dalam kebutuhan menjaga 
akal. Dengan adanya Kartu 
Indonesia Pintar Kuliah 
membantu mahasiswa dari 
keluarga status ekonomi 
bawah agar bisa meringankan 
biaya dan juga tetap 
melanjutkan pendidikan yang 
lebih tinggi. Dilihat dari 
pemahaman dan penelaahan 
dokumen, Sasaran Penerima 
Kartu Indonesia Pintar yang 
ditentukan Tim Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
ini dikatakan ada sebagian 
yang tidak tepat sasaran 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan 
pada penelitian ini ialah pendekatan 
kuantitatif. Subjek yang terlibat adalah 
siswa-siswi SMPN X Kota Padang 
berjumlah 296 orang dengan usia 12-18 
tahun. Pengambilan sampel dilakukan 
melalui teknik proportionate sampling. 
Pengambilan data melalui kuisoner yang 
berisikan skala perilaku kenakalan 
remaja dan skala kelekatan dengan 
orang tua. 

Skala perilaku kenakalan remaja 
yang digunakan adalah skala perilaku 
kenakalan remaja oleh Permatasari 
(2021) berdasarkan dimensi perilaku 
kenakalan remaja Jensen (Sarwono, 
2016), memiliki 23i item dengan respon 
jawaban tidak pernah (TP) sampai 
dengan sangat sering (SS) dengan 
reliabilitas sebesar 0,824.  

Skala kelekatan dengan orang 
tua yang digunakan adalah skala IPPA-R 
oleh Armsden dan Greenberg (1987) 
yang diadaptasi kedalam bahasa 
Indonesia oleh Nabila (2020). Skala ini 
terbagi atas skala kelekatan dengan ibu, 
ayah dan teman sebaya. Pada penelitian 
ini hanya digunakan skala kelekatan 
dengan ibu dan ayah. 

Skala kelekatan dengan ibu 
berjumlah 20 item dan skala kelekatan 
dengan ayah berjumlah 22 item. Skala ini 
memakai respon jawaban sangat tidak 
setuju (1) sampai dengan sangat setuju 
(5). Reliabilitas skala kelekatan dengan 
ibu sebesar 0,879 sedangkan reliabilitas 
skala kelekatan dengan ayah sebesar 
0,918. Analisis data menggunakan teknik 
analisis regresi berganda dengan 
bantuan IBM SPSS 20 For Window.  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kategorisasi data tingkat 
perilaku kenakalan remaja dan kelekatan 

https://amp.kompas.com/edukasi/read/2020/02/27/12000081/sederet-fasilitas-penerima-kip-kuliah-dan-jangka-waktu-pemberian
https://amp.kompas.com/edukasi/read/2020/02/27/12000081/sederet-fasilitas-penerima-kip-kuliah-dan-jangka-waktu-pemberian
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dengan orang tua secara umum pada 
siswa-siswi SMPN X Kota Padang sebagai 
berikut: 

 
Tabel 1. Kategori Variabel Perilaku 

Kenakalan Remaja 
Kategori Skor n 

Tinggi 61 ≤ X 0 
Sedang 31≤X< 61 15 
Rendah X < 61 281 

 
Berdasarkan tabel 1, perilaku 

kenakalan remaja cenderung rendah 
pada siswa-siswi SMPN X Kota Padang, 
hanya sebagian siswa-siswi yang 
memiliki perilaku kenakalan remaja 
yang sedang. 

 
Tabel 2. Kategori Dimensi Perilaku 

Kenakalan Remaja 
Dimensi Kategori Skor n 

Kenakalan 
Dengan 
Korban 

Fisik 

Tinggi X ≤ 19 0 
Sedang 9 ≤ X < 19 22 
Rendah X < 9 274 

Kenakalan 
dengan 
korban 
materi 

Tinggi 8 ≤ X 3 
Sedang 4 ≤ X < 8 100 
Rendah X < 4 193 

Kenakalan 
sosial 
tanpa 

korban di 
pihak lain 

Tinggi 21 ≤ X 0 
Sedang 11 ≤ X <21 11 
Rendah X < 11 285 

Kenakalan 
melawan 

status 

Tinggi 13 ≤ X 2 
Sedang 7 ≤ X < 13 57 
Rendah X ≤ 7 237 

 
Meskipun rendah pada 

kategorisasi Variabel perilaku kenakalan 
remaja. Jika dilihat secara perdimensi 
pada tabel 2, masih terdapat beberapa 
siswa-siswi yang memiliki perilaku 
kenakalan remaja sedang dan tinggi. 
Namun kenakalan remaja pada 
kategorisasi rendah pada beberapa 
dimensi tetap mendominasi. 

 
 
 

Tabel 3. Kategori Variabel Kelekatan dengan 
Ibu 

Kategori Skor n 
Tinggi 74≤ X 233 

Sedang 46 ≤ X < 74 60 
Rendah X < 46 3 

 
Berdasarkan hasil kategorisasi 

kelekatan dengan ibu pada tabel 3, 
sebagian besar siswa berada pada 
kategori tinggi dan sebagian lainnya 
berada pada kategori sedang dan rendah. 

 
Tabel 4. Kategori Dimensi Kelekatan dengan 

ibu 
Dimensi Kategori Skor n 
Keperca
yaan 

Tinggi 29  ≤ X 265 
Sedang 19 ≤ X < 29 28 
Rendah X < 19 3 

Komuni
kasi 

Tinggi 29  ≤ X 213 
Sedang 19 ≤ X < 29 69 
Rendah X < 19 14 

Keterasi
ngan 

Tinggi 15 ≤ X 15 
Sedang 9 ≤ X < 15 124 
Rendah X < 9 157 

 
Berdasarkan dimensinya pada 

tabel 4, sebagaian besar siswa-siswi 
berada pada ketegorisasi tinggi pada 
dimensi kepercayaan dan komunikasi. 
Sedangkan pada dimensi keterasingan 
rendah. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa mayoritas siswa-siswi SMPN X 
Kota Padang memiliki kelekatan aman 
dengan ibu. 

 
Tabel 5. Kategorisasi Kelekatan dengan Ayah 

Kategori Skor n 
Tinggi 81  ≤ X 216 
Sedang 51 ≤ X < 81 73 
Rendah X < 81 7 

 
Kategorisasi kelekatan dengan 

ayah pada tabel 5, mayoritas siswa-siswi 
SMPN X Kota Padang berada di kategori 
tinggi dan sisanya di pada kategori 
sedang dan rendah. 

 
Tabel 6. Kategori Dimensi Kelekatan dengan 

Ayah 
Dimensi Kategori Skor n 

Kepercayaan Tinggi 33 ≤ X 245 
Sedang 21≤ X < 33 47 
Rendah X < 21 4 

Komunikasi Tinggi 29  ≤ X 189 
Sedang 19 ≤ X < 

29 
87 

Rendah X < 19 20 
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Keterasingan Tinggi 18  ≤ X 18 
Sedang 12 ≤ X < 

18 
93 

Rendah X < 12 185 

 
Berdasarkan dimensinya pada 

tabel 6, mayoritas siswa berada pada 
ketegorisasi tinggi pada dimensi 
kepercayaan dan komunikasi. Sedangkan 
pada dimensi keterasingan rendah. 
Sehingga disimpulkan bahwa umumnya 
siswa-siswi SMPN X Kota Padang 
memiliki kelekatan yang aman dengan 
ayah. 

Kemudian hasil analisis melalui 
regresi berganda menunjukan hasil 
bahwa kelekatan dengan orang tua 
secara simultan berkontribusi terhadap 
perilaku kenakalan remaja SMPN X Kota 
Padang. Hasil Uji F memperoleh 
signifikasi 0,000 (Sig.<0,050) dan hasil 
uji R mengungkapkan R2 sebesar 0,179. 
Sehingga dapat diartikan bahwa 
kelekatan remaja dengan orang tua 
secara simultan (bersama) berkontribusi 
sebesar 17,9% dalam mengurangi 
perilaku kenakalan remaja di SMPN X 
Kota Padang, sedangkan 82,1% 
sebabkan oleh faktor-faktor lain yang 
tidak diungkap dalam penelitian ini. 

Hasil pada penelitian ini 
mendukung hasil dari penelitian-
penelitian sebelumnya, yaitu remaja 
yang mempunyai kelekatan yang tinggi 
atau aman dengan orang tua dapat 
mengurangi perilaku kenakalan remaja, 
sebaliknya remaja yang tidak lekat atau 
memiliki kelekatan yang tidak aman 
dengan orang tua akan beresiko 
meningkatkan perilaku kenakalan 
remaja. 

Remaja yang mempertahankan 
kelekatan aman dengan orang tua 
menjadikan mereka tidak terlepas dari 
ikatan orang tua ketika mengembangkan 
suatu hubungan dengan dunia luar dan 
menjadikan orang tua sebagai figur 
kemanannya (Armsden & Greenberg, 
1987; Hoeve et al., 2012). Remaja yang 
mempertahankan kelekatan aman 

dengan orang tua dapat mendorong 
kompetensi sosial dan kemungkinan 
untuk melakukan perilaku kenakalan 
remaja lebih kecil (Lucktong et al., 2017; 
Santrock, 2007).  

Hal tersebut disebabkan orang 
tua merupakan figur yang penting dalam 
pengawasan dan pengajaran moral pada 
remaja. Ulwan (Wahyuni, 2018) ibu 
memiliki peran sebagai pendidik utama 
yang memberikan pendidikan tentang 
budi pekerti dan menghindarkan 
anaknya dari segala hal yang merusak 
akhlak, fisik dan pikiran. Ayah memiliki 
peran dalam mencari nafkah dan 
penasihat bagi anak-anaknya.  

Cassidy (Haylen et al., 2016) 
menjelaskan bahwa remaja dengan 
kelekatan aman yang terjalin dengan 
orang tua akan menjadi lebih terbuka 
mengenai perasaan, kebutuhan, 
keinginan dan nyaman membicarakan 
rencana masa depan meraka pada orang 
tua. Remaja yang terbuka akan 
memudahkan orang tua dalam 
memberikan pengawasan, bimbingan 
moral dan kedisiplinan serta remaja 
menjadikan orang tua sebagai role model 
dalam mengembangkan perilaku yang 
positif dan adaptif (Fazariah et al., 2016; 
Heylen et al., 2016; Hoeve et al., 2012; 
Hoffman & Dufur, 2018).  

Sedangkan remaja dengan 
kelekatan tidak aman yang terjalin 
dengan orang tua, mereka menjadi tidak 
menikmati saat-saat berkomunikasi 
dengan orang tua dan menjadi kurang 
terbuka terhadap orang tua (Armsden & 
Greenberg, 1987). Remaja yang tertutup 
membuat orang tua sulit dalam 
memberikan pengawasan dan 
bimbingan moral kepada remaja 
(Fazariah et al., 2016; Hoeve et al., 2012). 

Hirschi (Hoeffman & Dufur, 
2018; Hoeve et al., 2012) 
mengemukakan bahwa remaja dengan 
kelekatan aman dengan orang tua, 
cenderung lebih perduli terhadap 
pendidikan norma yang telah diajarkan 
kepada mereka dan tidak ingin 
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hubungan baik yang terjalin dengan 
orang tua mereka rusak. Berbanding 
terbalik dengan remaja yang memiliki 
kelekatan tidak aman dengan orang tua, 
mereka tidak perduli dengan norma-
norma yang berlaku di masyarakat, 
merasa bebas, dan tidak takut akan 
rusaknya hubungan mereka dengan 
orang tua akibat perbuatan yang mereka 
lakukan. 

Perbedaan yang ditemukan pada 
penelitian ini dibandingkan penelitian-
penelitian terdahulu adalah jika dilihat 
secara parsial melalui uji t menghasilkan 
nilai signifikasi kelakatan dengan ibu 
sebesar 0,000 (Sig.<0,050) dan pada 
kelekatan dengan ayah menghasilkan 
nilai signifikasi sebesar 0,089 
(Sig.>0,050). Hasil tersebut 
mengindikasikan bahwa jika dilihat 
secara parsial pengaruh kelekatan ayah 
menjadi lemah dan kelekatan remaja 
dengan ibu lebih berpengaruh terhadap 
perilaku kenakalan remaja.  

Hal tersebut disebabkan karna 
ibu merupakan figur pengasuh utama 
yang selalu berdampingan dengan 
anaknya sejak anaknya dilahirkan 
(Hornor, 2019; Wahyuni, 2018). Bowlby 
menyatakan bahwa kehilangan peran ibu 
dapat menyebabkan kelekatan yang 
tidak aman dan menimbulkan masalah 
dalam perkembangan diri individu 
(Hoeve et al., 2012; Wahyuni, 2018). Ibu 
merupakan tokoh utama sebagai 
pendidik sekaligus teman terbaik untuk 
anak-anaknya. Ibu yang memberikan 
pelajaran moral, budi pekerti dan 
menjauhkan anak-anaknya dari segala 
hal yang merusak fisik, akhlak dan 
pikiran (Wahyuni, 2018). 

  Ibu merupakan figur 
kelekatan primer yang lebih banyak 
menghabiskan waktu dalam pengasuhan 
anak-anaknya (Hornor, 2019; Wahyuni, 
2018). Oleh sebab itu remaja merasa 
lebih dekat secara emosional dengan ibu. 
Kedekatan emosional dengan ibu 
membentuk kelekatan antara remaja 
dengan ibu. Sehingga remaja yang 

mempunyai kelekatan yang aman 
dengan ibu dapat menerima dengan baik 
pembelajaran moral dan pengawasan 
dari ibu, sebaliknya remaja yang 
mempunyai kelekatan yang tidak aman 
dengan ibu rentan melakukan perilaku 
kenakalan remaja dikarenakan mereka 
tidak perduli dengan pengajaran moral 
yang diberikan oleh ibu (Hoeffman & 
Dufur, 2018; Hoeve et al., 2012).  

Sedangkan ayah merupakan 
figur sekunder dalam pengasuhan dan 
kelekatan (Wahyuni, 2018).  Sebagian 
besar siswa yang menjadi subjek 
penelitian berasal dari suku minang 
yaitu sebesar 221 (74,60%). Ainsworth 
(Feeney & Noller, 1996) mengemukakan 
bahwa budaya berpengaruh signifikan 
terhadap kelekatan dengan orang tua. 
Pada budaya minang peran ayah dalam 
pengasuhan lebih sedikit (Ariani, 2015).  

Pada budaya minang peran ayah 
dalam keluarga adalah mencukupi 
sandang dan pangan dalam keluarga 
sehingga sedikit sekali waktu yang 
diluangkan ayah untuk bergaul dengan 
anaknya dan memperhatikan kebutuhan 
anak-anaknya (Ariani, 2015). Oleh sebab 
itu kelekatan ayah tidak berpengaruh 
jika dilihat secara parsial disandingkan 
dengan kelekatan ibu. 

Meskipun kelakatan dengan ibu 
lebih berpengaruh dalam mengurangi 
perilaku kenakalan remaja. Peran 
kelekatan ayah tetaplah penting. Sebagai 
tambahan peneliti juga melakukan uji 
korelasi kelekatan orang tua terhadap 
perilaku kenakalan remaja di SMPN X 
Kota Padang. Hasil uji korelasi 
menemukan bahwa kelekatan dengan 
ibu memiliki korelasi sebesar -0,413 
terhadap perilaku kenakalan remaja dan 
kelekatan dengan ayah memiliki korelasi 
sebesar -0,325 terhadap perilaku 
kenakalan remaja. Sehingga dapat 
diartikan kelekatan dengan ayah tetap 
diperlukan dalam mengurangi perilaku 
kenakalan remaja.  

O’Brien (Brillyana, 2021) 
mengemukakan bahwa ayah berperan 
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sebagai penasihat untuk anak remajanya 
dan terjalinnya komunikasi yang baik 
antara ayah dengan remaja dapat sangat 
menolong dalam pembinaan remaja. 
Hasil penelitian terdahulu memaparkan 
ketidak hadiran ayah dalam kehidupan 
anaknya dapat meningkat perilaku 
kenakalan remaja (Brillyana, 2021; 
Simons et al., 2018).   

Remaja yang mempunyai 
kelekatan aman dengan ayah akan 
memiliki kepercayaan yang tinggi 
terhadap ayah dan nyaman dalam 
melakukan komunikasi dengan ayah 
sehingga pengajaran moral, nasihat dan 
disiplin dari ayah akan lebih mudah 
diterima oleh remaja. Oleh sebab itu 
kelekatan dengan ayah juga penting 
dalam mengurangi resiko remaja untuk 
melakukan perilaku kenakalan remaja.   
 
SIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah perilaku kenakalan remaja di 
SMPN X Kota Padang mayoritas berada 
dalam kategori rendah hal ini disebabkan 
kelekatan yang terjalin antara remaja 
siswa-siswi SMPN X Kota Padang dengan 
orang tua mayoritas dalam kategori 
tinggi atau aman. Sehingga siswa-siswi 
SMPN X Kota Padang dapat menerima 
pendidikan, pengawasan dan 
pembelajaran norma dengan baik dari 
orang tua. 

Kelekatan remaja dengan orang 
tua memberikan kontribusi sebesar 
17,9% dalam mengurangi perilaku 
kenakalan remaja di SMPN X Kota dan 
berkorelasi sebesar -0,413 dan -0,325 
pada kelekatan orang tua (ibu dan ayah) 
terhadap perilaku kenakalan remaja di 
SMPN X Kota Padang. 

Hasil tersebut menunjukan 
bahwa remaja dengan kelekatan aman 
dengan orang tua dapat mengurangi 
resiko remaja untuk melakukan perilaku 
kenakalan remaja, sebaliknya kelekatan 
tidak aman dengan orang tua dapat 
meningkatkan resiko remaja untuk 
melakukan perilaku kenakalan remaja.  
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